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Abstract— The existence of sharia banking is an alternative 

to conventional banking the rapid growth of sharia banking 

should be accompanied by development of produst types and 

variatons of contracts in accordance with the principles of sharia. 

The development of this product is expexted to meet the needs of 

customer transactions.one of the problems that sharia banking 

implement fiduciary guarantees. Meanwhile, there’s already a 

rahn tasjily issued by fatwa DSN-MUI. This fiduciary bail is 

often used in financing the murabahah. This study aims to find 

out the problem priorities  and priority solution of rahn tasjily in 

sharia banking. this research is a qualitative research using AHP 

(Analytical Hierarchy Process) method using expert choice 

application. With interviews as weel as questionnaires by experts 

or experts who know and understand rahn tasjily. Research has 

said that rahn tasjily was not applied to sharia banking, but there 

was already a Fatwa DSN to rule it out. And there are three kinds 

of priority problems and solutions divided by associate 

government, law dan sharia banking. This AHP model produces 

a priority score that the most relied aspect in solving the problem 

of applying rahn tasjily in sharia banking is the aspect of sharia 

banking itselft with a weight of 0,591 which is the most influential 

in sharia banking that cannot be applied ti products other thar 

Qardh and Al-Ba’I which contains accounts receivable with a 

weight of 0,550 and a priority solution for the law aspect with 

value of 0,449 which us the most influential in the law aspect is 

the need for rwgistration of collateral objects as well as fiduciary 

guarantees with a weight of 0,624. 

Key words— AHP,Problem, Priority Solution, Rahn Tasjily, 

Sharia Banking. 

Abstrak— Keberadaan perbankan syariah merupakan 

sebuah alternatif bagi perbankan konvensional. Pertumbuhan 

perbankan syariah syariah sudah seharusnya diiringi dengan 

segala perkembangan jenis produk dan variasi akad yang sesuai 

dengan prinsip syariah. Perkembangan produk ini diharapkan 

mampu memenuh kebutuhan nasabah. Salah salu masalah 

bahwa perbankan syariah menerapkan jaminan fidusia 

sedangkan sudah terdapat rahn tasjily yang dikeluarkan oleh 

fatwa DSN-MUI. Jaminan fidusia ini sering digunakan dalam 

pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui masalah dan solusi prioritas 

penerapan Rahn Tasjily pada perbankan syariah. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode AHP 

(Analytical Hierarchy Process) yang yang menggunakan 

software expert choice. Dengan wawancara sekaligus kuisioner 

oleh para pakar atau ahli yang mengetahui dan memahami Rahn 

Tasjily. Hasil penelitian mengatakan bahwa rahn tasjily tidak 

diterapkan pada perbankan syariah tetapi sudah ada fatwa DSN 

yang menetapkannya. Dan terdapat tida macam prioritas 

masalah dan prioritas solusi yang dibagi berdasarkan aspek 

pemerintah, hukum, dan perbankan syariah. Model AHP ini 

menghasilkan skor prioritas bahwa aspek yang paling 

diandalkan dalam pemecahan masalah penerapan rahn tasjiy 

pada perbankan syariah adalah aspek pada perbankan syariah 

itu sendiri dengan bobot 0,591 yang paling berpengaruh di 

perbankan syariah adalah tidak bisa diterapkan pada produk 

selain Qardh dan Al-Ba’I yang mengandung utang-piutang 

dengan bobot 0,550 dan solusi prioritas aspek Hukum dengan 

bobot nilai 0,449 yang paling berpengaruh di aspek hukum 

adalah perlunya pendaftaran objek jaminan seperti hal nya 

jaminan fidusia dengan bobot 0,624 

Kata kunci— AHP, Masalah, Prioritas Solusi, Rahn Tasjily, 

Perbankan Syariah. 

 PENDAHULUAN 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah 

menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. 

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama 

dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya, dan telah 

lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya 

bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada 

tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional 

dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem 

bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem 

syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.  

Produk perbankan syariah terbagi menjadi dua bagian 

pokok yaitu produk pengarahan dan penyaluran dana. 

Produk pengarahan dana. Pembiayaan murabahah di 

perbankan syariah dalam pelaksanaannya menggunakan 

jaminan fidusia. Rahn Tasjily merupakan bentuk gadai 

dimana rahn ini digadaikan hanya menyerahkan 

kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap 

dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai 

Permasalahan bahwa rendahnya penggunaan/penerapan 

rahn tasjily sebagai pembebanan jaminan atas utang di 
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perbankan syariah dan pada prakteknya perbankan syariah 

menggunakan jaminan fidusia pedahal terdapat fatwa rahn 

tasjily yang sudah sesui dengan syariat islam dianggap perlu 

dicari solusi yang tepat agar rahn tasjily dapat diterapkan 

pada perbankan syariah. 

Kriteria yang dapat ditawarkan diantaranya adalah 

terbagi menjadi tiga macam masalah dan solusi prioritas 

yang dibagi berdasarkan aspek pemerintah, hukum, dan 

perbankan syariah itu sendiri yang kemudian akan diproses 

menggunakan metode AHP. 

 LANDASAN TEORI 

Dalam Hukum Islam konsep gadai disebut dengan 

istilah rahn. Kata al-Rahn berasal dari bahasa arab “ -رهن

رهنا -رهني ” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa, 

rahn adalah al-tsubut wa al-dawam yang berarti “tetap” dan 

“kekal”. Menurut 

taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, al-rahn adalah al-

tsubut, yakni sesuatu yang tetap dan al-ihtibas, yaitu 

menahan sesuatu.  Dasar hukum rahn sebagai kegiatan 

muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan 

pada Al-Qur’an, Hadist, Ijma, Al-Qur;an surat Al-Baqarah 

ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :  

قْبُوضَةٌ فَإنِْ أمَِنَ بَعْضُكُم  وَإنِ كنُْتمُْ عَلىَ سَفَرٍ وَلمْ تجَِذوُا كَاتبًِا فَرِهَانٌ مَّ

 بَعْضًا

َ رَبَّهُ وَلََ تكَْتمُُوا الشَّهَادَةَ ومَنفلَْيُؤَد ِ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَتهَُ وَلْ   يَتَّقِ اللََّّ  

إِ نَّهُ   يَكْتمُْهَا فَ

ُ بِمَا تعَْمَلُونَ عَلِيمٌ )   ( ٢٨٣آثِمٌ قَلْبُهُ واللََّّ  

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan ) dan 

bermu’amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak 

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang ). Akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya 

(hutangnyadan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”.  

 

Salah satu hadits yang dijadikan sebagai dasar rumusan 

rahn, yaitu sebagai berikut :  

 

ُ عَنْهَا أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْترََ    عَنْ عَاءِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

  ى طَعَا مًا 

ٍ إلَِى أَجَلٍ وَرَهنََهُ دِرْ عًا مِنْ حَدِ يدٍ )رواه البخا رى  مِنْ يَهُو دِ ي 

 (ومسلم

 “Dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha, bahwa nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang 

yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di 

kemudian hari dan Beliau menjaminkan (gadai) dengan baju 

besi” )HR. Bukhari dan Muslim( 

Mayoritas ulama sepakat mengenai kebolehan hukum 

rahn, hal dimaksud, didasarkan paa kisah Rasulullah Saw. 

Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan 

makanan dari orang yahudi.   

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-

MUI/III/2008 tentang rahn tasjily dalam ketentuan 

khususnya juga disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan 

umum Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn 

yang terkait dengan pelaksanaan akad rahn tasjily tetap 

berlaku. Oleh karena itu, sebelum memahami rahn tasjily 

sebaiknya perlu dipahami terlebih dahulu konsep rahn 

secara umum yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.   

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-

MUI/III/2008 disebutkan bahwa rahn tasjily adalah jaminan 

dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan 

tersebut (Marhun) tetap berada dalam penguasaan 

(pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan 

kepada murtahin. Konsep rahn tasjily lebih memiliki 

beberapa persamaan dan perbedaan dengan konsep jaminan 

fidusia menurut hukum nasional Indonesia yaitu dalam 

Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Dalam 

Undang-Undang tersebut definisi fidusia adalah pengalihan 

hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan 

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Rahin). 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Prosedur Penerapan Rahn Tasjily Menurut Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 

Dalam rahn tasjily menyatakan tidak ada pemindahan 

hak kepemilikan benda dari pemilik sebenarnya kepada 

kreditur. Ini dimaksudkan agar tetap terdapat mashlahat. 

Sehingga barang (Marhun) tersebut masih bisa diambil 

manfaat dan dimanfaatkan oleh pemilik barang. 

Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis  yang 

diriwayatkan oleh Al- Syafi’I, Al-Daruqhuti dan Ibnu 

Majah. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: 

هْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهنََهُ، لَهُ غنُْمُهُ وَعَليَْهِ غرُْمُهُ   لََ يُغْلَق الرَّ

“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik 

yang menggadaikannya dan menanggung resikonya.” )HR 

Al-Syafi’I, Al-Daruqhutni dan Ibnu Majah) 

rahn tasjily tidak mengenal konsep constitutum 

possessorium yang artinya pengalihan hak milik atas suatu 

benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang 

bersangkutan yang merupakan pengalihan atas dasar 

kepercayaan. 

Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi 

utangnya. Pada Fatwa DSN No 68/III/2008 ini disebutkan 

bahwa Marhun dapat dijual paksa dengan cara Lelang atau 

dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. Seperti dalam 

penelitian Madi Muktiyono bahwa jika menurut Fatwa DSN 

No. 25/III/2002 penjualan Marhun atau benda yang 

dijaminkan adalah apabila jatuh tempo, Murtahin harus 

memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utang-

utangnya, apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi 

utangnya, maka Marhun dijual paksa melalui lelang syariah 

lalu hasil penjualan Marhun tersebut digunakan untuk 

melunasi utang, biaya pemelihaan dan penyimpanan yang 

belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil 
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penjualan menjadi milik Rahin sedangkan kekurangannya 

menjadi kewajiban Rahin 

Barang (Marhun) masih bisa di manfaatkan oleh 

pemilik gadai tujuan pemanfaatan barang Marhun oleh 

Rahin ini adalah demi kemashlahatan dan mencapai 

maqashid syariah, namun pemanfaatan tersebut harus sesuai 

kesepakatan yaitu tidak berlebihan, yang dimaksud 

berlebihan disini adalah memanfaatkan Marhun sehingga 

nilai taksir dari Marhun tersebut berkurang, rusak, tidak bisa 

dipergunakan lagi dan tidak bisa di jual.  

Penerima jaminan (Murtahin) dapat mengenakan biaya 

penyimpanan barang jaminan yang berupa bukti sah 

kepemilikan yang ditanggung pemberi jaminan (Rahin) 

berdasarkan akad ijarah, Dalam rahn tasjily ini mengganti 

bunga dengan biaya simpan atas dasar akad Ijarah (jasa). 

dalam rahn ini ada dua akad. Pertama, akad rahn yaitu akad 

utang (qardh) oleh rahin (nasabah) kepada Murtahin dengan 

menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang 

B. Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia pada 

Perbankan Syariah 

Bank syariah masih menggunakan ketentuan Hukum 

Jaminan Konvensional padahal jaminan syariah dan 

jaminan konvensional yang diatur dalam Hukum Jaminan 

baik dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-

undangan tidak bisa diterapkan pada jaminan syariah. 

1. Alur pengikatan Jaminan  

 Prosedur pengikatan jaminan pembiayaan di 

perbankan syariah umumnya menggunakan jaminan fidusia. 

Dalam pembiayaan murabahah lebih memilih 

menggunakan jaminan fidusia karena dengan pembebanan 

fidusia benda yang di bebankan masih dapat digunakan 

untuk kegiatan oprasional.  

a. Alur pembebanan Jaminan  

• Agunan berupa benda bergerak agunan tunai, 

kendaraan bermotor, mobil pribadi, prosedur 

pengikatan agunan dalam hal perjanjian fidusia 

yang dilakukan micro administration. 

• Sebelum pengikatan jaminan micro administration 

perlu untuk memperhatikan meneliti, mempelajari 

kelengkapan, kebenaran, keabsahan dokumen-

dokumen yang diserahkan nasabah kepada micro 

financing sales, sehingga dapat diketahui bahwa 

barang-barang tersebut dapat diikat secara 

hukum/yuridis. 

• Memastikan bahwa Micro Financing Sales telah 

melaukan pemeriksaan setempat (on the spot) 

untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik 

barang-barang yang akan dijaminkan apakah sudah 

sesuai dengan yang tercantum dalam 

berkas/dokumen lainnya yang diberikan oleh 

nasabah. 

• Analis Mikro harus sudah membuat laporan 

pemeriksaan dan penilaian jaminan yang sudah 

disetujui oleh pejabat yang berwenang. 

• Setelah seluruh dokumen diserahkan oleh Micro 

Financing Sales oleh nasabah, selanjutnya micro 

administration menerbitkan surat Order 

Pembuatan Akta Pengikatan Jaminan [Fidusia], 

Surat Order Pembuatan Akta Pengikat Jaminan 

[Fidusia] tersebut Micro Administration kirimkan 

baik secara tidak langsung ataupun langsung oleh 

Marketing Financing Sales (MFS) kepada notaris 

rekanan dengan pertimbangan sesuai domisili 

nasabah dan bank. 

• Micro Administration memperoleh bukti akad 

pengikatan agunan FIDUSIA dengan notaris 

berupa Minuta setelah dilaksanakannya 

penandatanganan akad pembiayaan oleh nasabah 

di kantor notaris . 

• Setelah akad pembiayaan ditandatangani, notaris 

harus melampirkan surat keterangan (covernote) 

tentang pengurusan Akta dan Sertifikat pengikatan 

jaminan disertai dengan kesanggupan batas waktu 

penyelsaian. 

Notaris melakukan pengikatan jaminan atas kendaraan 

kepada instansi terkait yang berwenang yaitu kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan jangka waktu 

pengerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Order 

Pengikatan Jaminan yaitu maksimum 90 hari. 

C. Prioritas Masalah Penerapan Rahn Tasjily pada 

Perbankan Syariah 

Penelitian ini menemukan tiga masalah prioritas utama 

dalam masalah perenapan rahn tasjily di perbankan syariah. 

Pada aspek pemerintah didapatkan hasil bahwa yang paling 

berpengaruh dalam masalah ini disebabkan karna tidak ada 

dalam sistem hukum jaminan dan asas hukum jaminan. Hal 

ini ditunjukan pada hasil Synthesis with respect to goal 

dengan bobot prioritas 0,447 dan nilai Inconsistency 0,08 

hal ini menjadi salah satu penyebab rahn tasjily masih 

jarang digunakan dalam perbankan syariah. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Anggrian Adisetya bahwa sistem hukum 

jaminan merupakan sistem tertutup (Close System). Tidak 

seperti sistem terbuka (Opened System) yang 

memungkinkan para pihak mengadakan hal-hal baru atau 

menghilangkan ketentuan tertentu yang belum ada atau 

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sistem 

tertutup menutup pintu kreasi atas ketentuan baru di luar 

kaidah peraturan perundang-undangan. Pada prioritas 

masalah yang kedua terdapat pada kurangnya pemahaman 

tentang penerapan rahn tasjily dengan bobot 0,421 dan nilai 

Inconsistency 0,08 artinya bahwa memang sangat banyak 

sekali yang tidak memahami pengikatan jaminan 

menggunakan rahn tasjily ini karna rahn tasjily ini 

digunakan dalam lembaga keuangan syariah namun jarang 

digunakan di perbankan syariah. Dalam masalah rendahnya 

kesadaran untuk bermuamalah di perbankan syariah  dengan 

bobot  0,132 dan Inconsistency 0,08, menjadi salah satu 

masalah juga karna ini berarti artinya tidak banyak yang 

berminat untuk bermuamalah di perbankan syariah dan 

tidak mengetahui seluk beluk dari perbankan syariah 

tersebut. 

Prioritas masalah pada aspek hukum yang paling utama 
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terdapat pada tidak di daftarkannya objek jaminan sehingga 

tidak ada kepastian hukum dengan bobot 0,631 dan nilai 

Inconsistency 0,08. Hal ini menyebabkan adanya 

kekosongan hukum, Prioritas masalah yang kedua tidak 

memberikan batasan hal-hal yang diklarifikasikan sebagai 

utang dengan bobot 0,204 dan Inconsistency 0,08. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Madi Muktiyono dan Anggian 

Adisetya bahwa Rahn tasjily memang tidak memberikan 

penegasan konsep utang realitas ini menyebabkan adanya 

kekosongan hukum tentang konsepsi utang dalam jaminan 

syariah namun islam mengenal ada beberapa bentuk utang 

meliputi utang dari akad yang diterapkan seperti utang 

akibat akad Qardh dan utang selain akad utang piutang. . 

Prioritas masalah yang ketiga adalah potensi hambatan 

eksekusi marhun dengan bobot 0,165. 

Prioritas masalah yang pertama pada perbankan syariah 

adalah tidak dapat diterapkan pada akad selain Qardh dan 

Al-Ba’i yang mengandung utang-piutang dengan bobot 

0,550 dan Inconsistency 0,06. Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian Anggrian Adisetya bahwa pada dasarnya rahn 

timbul akibat muamalah tangguh dan dijumpainya juru sita 

untuk mencatat muamalah tersebut. Hal demikian berlaku 

pula pada rahn tasjily dimungkinkan sebatas muamalah 

tangguh atau transaksi yang mengandung utang piutang. 

Prioritas masalah yang kedua terdapat pada rahn tasjily 

merupakan akad yang riskan dan kesulitan terhadap bank itu 

sendiri dengan bobot 0,326. Dalam hal ini dapat muncul 

persoalan seperti potensi kewenangan para pihak 

dikarenakan dalam rahn tasjily tidak memberikan 

penegasan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang untuk 

dilakukan para pihak terhadap marhun Prioritas  masalah 

yang ketiga adalah potensi dampak buruk akibat itikad baik 

para pihak dengan bobot 0,124 

D. Solusi Prioritas Penerapan Rahn Tasjily pada 

Perbankan Syariah  

didapatkan hasil bahwa pada masalah pemerintah yaitu 

tidak ada dalam sistem hukum jaminan dan asas hukum 

jaminan yang sangat tinggi mendapatkan solusi yang 

pertama harus disahkan dalam produk hukum tertentu dan 

tunduk pada asas publicitet dan specialitet dengan bobot 

paling tinggi 0,478 dan Inconsistency 0,05. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Madi Muktiyono bahwa rahn tasjily 

sebagai jaminan kebendaan yang dinilai masih baru harus 

tunduk pada UU jaminan fidusia sepanjang tidak 

bertentangan dengan syar’i Solusi prioritas yang 

selanjutnya mengadakan seminar dengan bobot paling 

tinggi kedua 0,381 jika diadakannya seminar mengenai rahn 

tasjly mungkin saja rahn tasjily semakin diminati untuk 

diterapkan pada perbankan syariah. Solusi prioritas yang 

trekahir adalah menciptakan akad atau rahn tasjily tersebut 

yang terpercaya dengan bobot 0,140.  

Solusi prioritas selanjutnya pada aspek hukum, 

didapatkan hasil bahwa solusi yang paling diprioritaskan 

adalah perlunya pendaftaran objek jaminan seperti halnya 

jaminan fidusia dengan bobot 0,624 Inconsistency 0,07. bila 

rahn tasjily berkembang dan digunakan sebagai perjanjian 

accessoir dan digunakan untuk jaminan atau agunan dalam 

perbankan syariah maka sangat penting untuk mendaftarkan 

objek jaminan, 

Solusi prioritas selanjutnya dapat mengikuti bentuk 

utang yang ada dalam islam berupa utang dari asal-muasal 

eksistensinya dengan bobot 0,209 Inconsistency 0,7. Ini 

meliputi bentuk utang yang dilihat dari akad yang 

diterapkan, yaitu utang akibat akad utang-piutang (Qardh) 

dan utang yang selain akad utang piutang Solusi prioritas 

yang terakhir pada aspek hukum pengikatan rahn tasjily 

dalam perjanjian tertulis dengan bobot 0,167 dan 

Inconsistency 0,07. Solusi prioritas yang terakhir 

diadakannya kemudahan untuk bank itu sendiri dengan 

bobot 0,211. Karna rahn tasjily merupakan akad yang riskan 

maka diadakan kemudahan untuk bank itu sendiri ini 

meliputi kemudahan untuk membuat rahn tasjily dapat 

didaftarkan melalui lembaga hukum tertentu agar terdapat 

kepasian hukum dalam objek jaminan apabila rahn tasjily 

ini diterapkan pada perbankan syariah. 

 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian 

ini yaitu.  

1. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-

MUI/III/2008 bahwadalam rahn tasjily tidak ada 

pemindahan hak kepemilikan dari pemilik 

sebenarnya kepada kreditur. Lalu Marhun atau 

benda yang dijaminkan masih bisa di ambil manfaat 

atau dimanfaatkan oleh pemilik benda. Jika Rahin 

melakukan Wanprestasi atau tidak bisa melunasi 

kewajibannya maka Murtahin dapat menjual 

Marhun dengan cara lelang atau dijual kepada pihak 

lain sesuai prinsip syariah 

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perbankan 

syariah menggunakan pembebanan dengan jaminan 

fidusia. Dalam pembiayaan murabahah 

pembebanan jaminan menggunakan jaminan 

fidusia dianggap lebih mudah. Dalam prosedur 

pembenanan nya. dilakukan oleh micro 

administration 

3. Pertama aspek pemerintah nilai yang paling 

berpengaruh adalah tidak ada dalam sistem hukum 

jaminan dan asas hukum jaminan dengan bobot 

0,447 Inconsistency 0,08. Yang kedua dari aspek 

hukum Tidak di daftarkannya objek jaminan 

sehingga tidak ada kepastian hukum 0,631 

Inconsistency 0,08. Dan yang terakhir dari aspek 

Perbankan Syariah Tidak bisa diterapkan pada 

produk selain Qardh dan Al-Ba’i yang mengandung 

utang-piutang 0,550 Inconsistency 0,06. 

4. Solusi prioritas yang pertama dari lembaga 

pemerintah adalah Harus di sahnkan dalam produk 

hukum tertentu serta tunduk pada asas publicitet 

dan specialitet dengan bobot 0,478 Inconsistency 

0,05, pada prioritas masalah pada aspek hukum 

mendapat kan prioritas solusi perlunya pendaftaran 



Masalah dan Prioritas Penerapan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional… |   425 

Hukum Ekonomi Syariah 

objek jaminan seperti halnya jaminan fidusia 

dengan bobot 0,624 Inconsistency 0,07. Yang 

terakhir adalah pada aspek perbankan syariah 

mendapat kan solusi dapat diterapkan pada 

pembiayaan tertentu sebagai produk pelengkap 

(Collateral) dengan bobot 0,607 Inconsistency 0,07. 
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